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Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta autentik ialah suatu akta yang dibuat sesuai ketentuan undang-
undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta dibuat. Sebelum melakukan
pembuatan akta, PPAT wajib melakukan pengenalan penghadap dengan memeriksaidentitas data diri dan
dokumen dari penghadap. Kewajiban ini dilakukan sebatas pada kebenaran formil saja. Meskipun
pengenalan penghadap telah dilakukan, masih dijumpai permasalahan hukum terkait akta PPAT. Salah satu
permasal ahan yang mungkin terjadi dalam pembuatan akta adalah pemal suan identitas dan dokumen, yang
terlihat dari adanya tanda tangan palsu (spurious signature) pada akta. Hal ini menjadi permasalahan
terhadap PPAT yang lalai dalam melakukan pengenalan penghadap sehingga digugat karena dianggap
dengan sengaja mel akukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan penghadap. Oleh sebab itu,
penelitian ini akan menganalisis mengenai tanggung jawab serta perlindungan hukum bagi PPAT terhadap
pemal suan tanda tangan (spurious signature) yang terdapat di dalam aktajual beli. Penelitian ini merupakan
penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder, yang hasilnya bersifat eksplanatoris-
analitis. Apabila PPAT melakukan kelalaian dalam pengecekan identitas penghadap, maka PPAT telah
melanggar syarat formil dan syarat materiil pembuatan akta serta dapat dikenai tanggung jawab
administratif. Namun, kurang tepat jika karena kelalaiannya yang bersifat administratif PPAT digugat atas
dasar perbuatan melawan hukum dan ditempatkan sebagai tergugat. PPAT hanya bertugas mengkonstantir
kehendak dari para penghadap dan tidak mengetahui adanya pemufakatan jahat yang terjadi, makalebih
tepat bila ditempatkan sebagal pihak turut tergugat. Berdasarkan hal tersebut seorang PPAT dapat meminta
perlindungan yaitu pendampingan dalam proses persidangan dari Mgjelis Pembinaan dan Pengawasan
maupun Majelis Kehormatan |PPAT.

...... According to Article 1868 of the Indonesian Civil Code, an authentic deed is a deed made in accordance
with the provisions of the law or made before an authorized public official at the place where the deed was
made. Prior to the creation of an authentic deed, Indonesian Land Deed Officer (PPAT) isrequired to
identify the requesting party by checking their identity from personal data and documents. This obligation is
carried out to the extent of fulfilling the formal truth. Despite identification has been carried out, there are
still legal problems related to the authentic deed made by PPAT. One of the problems that might happen is
falsification of identities and documents, which can be seen from the existence of a fake signature (spurious
signature) on the deed. Thisis a problem for Land Deed Officer (PPAT) who was negligent in identifying
the requesting party where they could be sued to have intentionally committed unlawful acts together with
the requesting party. Therefore, this study will analyze the responsibility and legal protection for Land Deed
Officer (PPAT) against forgery of signatures (spurious signature) contained in the creation of sales and
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purchase authentic deed. Thisresearch isanormative juridical research using secondary data types, the
results of which are explanatory-analytical. If Land Deed Officer (PPAT) is negligence in checking the
identity of the requester, then the Land Deed Officer (PPAT) has violated the formal and material
requirements for making the deed and is subject to administrative responsibility. However, it is not
appropriate if due to administrative negligence, Land Deed Officer is sued on the basis of an unlawful act
and placed as a defendant since Land Deed Officer is only tasked with constituting the will of the parties and
does not know that there is an evil consensus that has occurred, so it is more appropriate to be placed as a
co-defendant party. Based on this, Land Deed Officer can ask for protection, namely assistancein thetrial
process from the Guidance and Supervision Council and the Land Deed Officer Honorary Council.



